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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur

ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta

analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem

peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi

administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif doktrinal dengan melakukan analisis

permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan, dimana sumber data dititikberatkan pada data sekunder yang

diperoleh dari berbagai bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, KPPU merupakan lembaga negara penunjang

auxiliary state rsquo;s organ bersifat independen yang dibentuk untuk membantu kinerja lembaga negara

utama dibidang penegakkan hukum persaingan usaha. Kedua, Kekuatan putusan KPPU sangat tergantung

dari reaksi terlapor, akan mempunyai kekuatan hukum tetap bila : 1 Pelaku Usaha tidak mengajukan

keberatan, 2 alasan keberatan terhadap putusan KPPU ditolak oleh pengadilan negeri dan pelaku usaha tidak

mengajukan kasasi kepada MA, dan 3 alasan-alasan Kasasi yang diajukan ditolak oleh MA. Ketiga, sistem

peradilan administrasi di Indonesia diselenggarakan oleh PTUN, dan PTUN telah mengatur secara tegas

bahwa yang menjadi wewenangnya adalah persengketaan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara,

sedangkan KPPU bukanlah pejabat Tata Usaha Negara dan Putusan KPPU bukan keputusan Tata Usaha

Negara, sehingga KPPU bukanlah termasuk dalam lingkup kewenangan dari peradilan administrasi negara.

<hr>

This thesis discusses the position of Business Competition Supervisory Commission KPPU in the

constitutional structure, mechanism of law enforcement business competition and legal force of KPPU 39 s

Decision, and an analysis of whether the competition law enforcement mechanisms should use

administrative court system considering KPPU is an institution with the authority to impose administrative

sanctions. This thesis uses normative doctrinal research method by conducting problem analysis through law

principles approach and referring to legal norms existed in laws, where the data sources are focused on

secondary data obtained from various literatures such as legislation, books, and internet sources which are

considered as relevant. The results show that First, KPPU is an independent auxiliary state 39 s organ

formed to assist the performance of main state organs in field of business competition law enforcement.

Secondly, the KPPU rsquo s decision force depends very much on the reaction of convict, will have legal

force decision if 1 the business actor does not object 2 the reason for objection to KPPU 39 s decision is

rejected by district court and business actor does not appeal to Supreme Court 3 proposed cassation reasons
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was rejected by Supreme Court. Thirdly, the administrative court system in Indonesia is administered by the

State Administrative Court, and the Administrative Court has stipulates that its authority is a dispute arising

in field of State Administration, while KPPU is not a State Administrative Officer and KPPU 39 s Decision

is not a State Administrative Decision, so that KPPU is not within the scope of authority of state

administrative court.


